LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI PURBLIK (PPID)
2022

DINAS BINA MARGA DAN
BINA KONSTRIUKSI
PROVINSI LAMPUNG



%

LAPORAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DINAS BINA MARGA DAN
BINA KONSTRUKSI
TAHUN 2022

Email | dinasbmbk@lampungprov go.id

|O_

Instagram - bmbklampung

Facebook: BMBK Lampung

& @

- Website . dinasbmbk lampungprov, go. id




KR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allsh SWT atas limpahan rahmat dan
karumanya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan batk sebagnimana
mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi dari pelavanan informasi publik
vang dilakukan sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk peloksanaan tugas Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Bina Marga don Bina
Konstruksi Provinsi Lampung yang tertuang melalw Keputusan Gubemur.

Laporan Layanan Informasi Publik vang telsh tersusun ini tidakiah sempurna, oleh
schab ity kam membuka din untuk sepala jems saran dan masukan agar penyvusunan
laporan tahunan selanjutnya dapat lebih baik lagi

Bandar | .ampung, Februari 2023
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BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIWAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A.  Dasar Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Memasuki ern Keterbukaan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
{ PPID) menghadap perkembangan teknologt informas) yang begitu pesal. Sumber informasi
menjadi begitu beragam, walaupun belum terup kebenarannya. Hal ini menjadh tantangan
baru bagi PP1D untuk terus-menerus melengkam din dengan informasi yang valid dan terkini.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia membawa perubahan nilai atas
pentingnya informasi publik bagi masyvarakal Saat ini, masyarakat dapatl ikut menilai dan
mengawasi setiap kebijakan vang dikeluarkan oleh Pemernintah, baik Pusat maupun Daerah
Hal ini dapat terwujud seinng dengan implementasi dar Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yvang telah menpakomodas: pemenuhan hak
dasar bag masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Hak untuk mendapatkan
informasi juga telah dtur pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Megara Republik
Indonesia Tahun 1945 (ULUD 1945), dimana setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi ontuk  pengembangan pribadi  dan
lingkungan sosialnya, schingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menvampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang
tersedha. Selain 1w dasar hukem mengenm PPID juga diatur dalam Undang—Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UL Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas: Publik.

Berawal dari keinginan untuk mendapatkan kepercayaan publik tersebut, Pemenntah
Provinsi Lampung berupaya mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik sesua
ketentuan UL KIP, yaitu dengan menerbitkan Surst Keputusan Gubemur Lampung Nomor
GRTOVI4HE2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pejobat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemenntah Provinsi Lampung.

Oleh karena mu, dalam rangkn implementasi Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan [nformasi Publik dan Surmt Keputusan Gubernur Lampung  Nomor
GATEV 14/HK2017 twmnggal 24 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta mendukung
pelaksanaan keterbukann informasi publik di tingkat daerah, Dinas Bina Marga dan Bina
Konstruksi Provinsi Lampung menjadikan PPID sebagai salah satu andalan  dalam
terwujudnya transparans: dan akuntabilitas.
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B. Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan CGubernur Lampung Nomor: G276/V 14/HK2017
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung, PPID Dinas Bina
Muargn dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi sebagai PPID
Pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan.

I. Tugas PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

PPID Dinas Bing Marga dun Bing Konstruksi Provinsi Lampung mempunyal tugas
merencanakan, mengorgamisasikan, melaksanakan, mengawasi dan  mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Bina
Marga dan Bina Konstrukst Provinsi Lampung

2. Fungsi PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Fungsi dan PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah

sebagai berikut

a Membantu PPID melaksanskan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

b Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesum
kebutuhan;

¢ Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesumi dengan tugas
pokok dan fungsinya;

d Menjamin ketersediaan dan akselerasi informas: dan dokumentas: bagi pemohon
layananan informasi secarn cepal, tepat berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima.

e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi biahan dan masing-masing menjadi
bahan informasi publik.

C.  Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pelaksane Dinas Bina Marga dan Bina
Konstruksi Provinsi Lampung yaitu ©

“Dengan tm kami menvalakan siap menvelenggarakan pelayanan seswae siandar
pelavanan yang felah ditetapkan dan apabila tdak menepari fangi ini, kami siap menerim
surtkst sesuai dengan peraturan perundang- undangan vang berlaku”,
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Caambar 1.1,
Maklumat Pelayvanan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Muklumst tersebul merupakan komitmen dari PPID Pelaksana Dines Hina Margs dan

Bina Konstruksi Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informas: publik
dengan membenkan pelayanan berupa informasi publik melalui medin informasi dan
komumkas: vang tersedia, scsum dengan standar layanan informasi publik yang telah
ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

n.

Acas Pelayanan Informasi Publik

Azas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruks: Provinsi

Lampung yaitu

b

Transparansi vaitu Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua prhak yang
membutubkan dan disedinkin secam memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas yaitu Dapat dipertanggungjawabkan sesua dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Kondisional vaitu Sesuai denpan kondisi dan kemampuan pemberi dan pencrima
pelavanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas

Partisipatif yaitu Mendorong peran serta masvarakat dalam penvelenggaraan pelayanan
informas: publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
hesamaan Hak vaitu Tidak disknminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender dan status ckonomi.

Kescimbangan Hak dan Kewajiban vty Pemberi dan pencrima pelayanan publik
harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak



E. Struktur Organisasi Lavanan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informas: yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim
dan/stau ditenima olech Badan Publik sebagai lembagn eksekutif yang berkaitan dengan
penvelenggaraan  Pemenntah Daemah dan  untuk tersedianya nformasi yang  dapat
dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penvediaan layanan informasi
secarm cepat, mudah dan wajar sesum dengan standar vang dibust secarn nasional perlu
didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual sertn media sehagai sarana pelayanan

informasi.

Untuk itu agar pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung dapat berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara
optimal dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).  Susunan
Keangpotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana [Dinas Bina
Marga dan Bina Konstruks: Provinsi Lampung Tahun 2022, tergambar seperti dibawah mi

Kepala Dinas

Eladne Penpolabon Dara dan

|‘|-'I|.E|.|:rl_; Pelavamanm Do foemast dan

hlarifikasi Informmsi
s knnmem tasi

- Kepala Sub Bagian Umum - Kepala Bidang Bina Program
- Kepala Sub Bagian Umum
Gambar 1.2.

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan
Bina Konstruksi Provinsi Lampung
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A.

BAR I
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
Dalam rangka membenkan layanan mformas publik diperlukan adanmya sarana dan

prasarana berupa peralatan kerja dan pendukung lainnya vang memadm termasuk penyediaan
sarana teknolog 1elekomunikasi dan informatika (ielematika), Informasi mengena kegiatan

pelayanan [nformasi Publik yang dilaksanakan disampaikan melalu papan pengumuman,
website resmi serta dapat juga melalui leaflet, baliho dan berbagn media luar ruang lammnya.
Sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik Dinas
Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung terdin atas

B.

= WA e L B

PC/Laptop yang terhubung dengan koneksi internet,
Meja.

Kursi;

Printer,

Lemar Penyimpanan Arsip;

Papan pengumuman,

Formulir-formulir.

Sumber Days Manusia Lavanan Informasi Publik
Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Bina Marga

dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung terdini atas -

1.
2.
3

Ketua vaitu Kepala Dinas;

Atasan PPID Pelaksana yaitu Sekretaris Dinas;,

Koordinator Bidang Informasi Pelayanan dan Dokumentass dan Bidang
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi vaitu Kepala Sub Bagian Umum;
Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi vaitu Kepala
Bidang Bina Program,

Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi vaitu Kepala Sub
Bagian Umum.
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C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2022, Dinas Bina Marga dan Binn Konstruksi Provinsi Lampung
menganggarkan tenaga bantuan hukum dalam pendampingan sengketa informas: terkait
keterbukaan informasi publik, hal ini discbabkan karena sehagmi dinas teknis Dinas Bina
Marga dan Bina Konstruksi tidak memillika personal vang kompeten di ndang hukum guna
mendampings dan membenkan bantuan hukum.
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BABRIN
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A.  Mekanisme Lavanan Informasi Publik

Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka layanan informasi menjadi lebih mudah
untuk diakses. Guna memudahkan masvarakat dalam membenkan informasi mengena
infrastruktur jalan dan jembatan, maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
Lampung meluncurkan layanan berbasis website yang dapat diakses pada alamat
https./'www dinasbmbk_lampungprov. go id. Melalw sistem berbasis website im masyarakat
dapal dengan mudah meéenemukan dan mengunduh data/informas terkait infrastrukiur bidang
jalan dan jembatan provinsi Lampung Selain itu, masvarakal juga dapal menyampaikan
saran dan masukanmya pada alamat website tersebut

Selain melalui website, PPID Pelaksana Dinas Bina Margan dan Bina Konstruksi
Provinsi Lampung juga memanfaatkan sarana publikasi lain baik melalu media cetak, media
elektronik, maupun media online. Kondisi panderm Covid-19 vang terjadi pada Tahun 2020-
2022 membuat PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
memaniaatkan layanan publik secara online/danng secara maksimal.

Setinp penvelenggarn pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan
fungsinva harus memuliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan wakiu
sebagal ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi
dan penenma pelayanan informasi Mekanisme Lavanan Informasi Publik adalah schagai
berikut :

IHS AT PUsA REAROHA Th e IS A KOS TRIRSE PROY ST LANIFLI AL



‘Ne. Kegirtan “:';-T' dan Klasifikasi """‘M
| Menerima Infsrmasi -
| —
i Mengolah Data : 1
— — =
3 Mereview Hasil -
! Pengolaban Data
R
Mencinphan dan
4. | Menyetujui Hasil Uniuk
Dhakses Ke Publik
5 | Melayani Informasi dan | |

Gambar 3.1,
Mekamsme Layanan Informasi Publik Dinas Bina Marga
dan Bina Konstruks: Provinsi Lampung

B. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Lampung, terdin dan beberapa jenis informasi antara lain:

I Informasi vang Wagib Disediakan dan Diumumkan
4. Informasi tentang profil Badan Publik vang meliputi -

I. Informasi teotang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang
lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta
kantor umit-unit di bawahnya;

2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kea, profil singkat pejabat
struktural

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
dalam lingkup Badan Publik vang sekurang-kurangnya terdiri atas
Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang
sckurang kurangnya terdiri atas
I Nama program dan kegiatan;

f==mme e LSS s=a a= = == S == —————————— ==
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1 Target dan/stau capaian program dan kegiatan;
i Jadwal pelaksansan program dan kegiatan Informasi tentang penerimaan
calon pegawai.

Secara lengkap, Informasi vang Wajib Disediakan dan Diumumkan serta Informasi yang

wiaib tersedia setiap saat oleh Dinas Bina Margs dan Bina Konstruksi Provinst Lampung
dapat dilthat dan tabel bernkut
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I Informasi yang Wajpib Diumumbkan Secam Serta Merta

Setiap Badan Publik vang memiliki kewenangan atas suatu informasi vang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan Ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang
berwenang memberikan 1zin dan‘atan melakukan perjanjian kerja dengan prhak lain vang
kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib
miermiliki standar pengumuman imformas: serta merta. Informasi yang dapat mengancam hajat
dup orang banyak dan ketertiban umum mehputi antara lain:

A Informasi tentang bencana alam sepert kekeringan, kebakaran hutan karena faktor
alam, hama penvakit tanaman, cpidemik, wabah, kejadian luar basa, kejadian
antariksa atay benda-benda angkasa;

b. Informasi icniang keadsan bencana non-alam seperti kegagalan industn atau
teknologr, dampak indusini, ledakan nuklir, pencemaran hingkungan dan kegiatan

keamarksann,

¢. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau amtar
komunitas masyarakat dan teror;

d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit vang
berpotens: menular;

e Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat,
dan/atau

f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

2. Informasi yang Wajib Tersedin Setiap Sant

Setiap Badan Pubbk wajib menvediakan Informasi Publik sctiap saatl yang sckurang-
kurangnva terdin atas:

a Daflar Informas Publik ;

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik,
Seluruh informasi lengkap yvang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
Informas: tentang organisasi, adminisiras, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:

(= S 1 ]

L

Surat-surat perjanjian dengan pihak ketign berikut dokumen pendukungnya,
Sural menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangkas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya;

™"

£ Svarat-syaral perizinan, tzin yvang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen
pendukungnya, dan laporan pemanfaatan izin yang diberikan,

h Dats perbendaharaan atau inventaris;

1. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

J. Apenda kerja pimpinan satuan kerja,

e = ———————
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k. Informas: mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik vang dilaksanakan, sarana
dan prasarana layanan Informasi Publik vang dimiliki beserta kondisinys, sumber
daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya,
anggaran layanan Informasi Publik serta laporan PenEEUNAnNNYE,

I Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawnsan
nternal serta laporan penindakannya;

m.Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran vang dilaporkan olch masyarakat
serta lapomn penindakanmya;

n. Daftar serta hasil-hasil penelitian vang dilakukan;

0. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masvarakat berdasarkan
mekanisme keberatan danfatau penvelesaian sengketa

€. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Setinp badan publik wapib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon
Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sehagaimana diatur dalam Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah
dipertimbangkan dengan scksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya ata sebaliknya,

Yang termasuk kategori informasi vang dikecualikan vaitu
I Menghambat proses penegakan hukum;
2 Mengganggu kepentingan perlindungan hak atus kekavaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat:
Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia:
Merugikan ketahanan ekonomi nasional:
Merugikan kepentingan hubungan luar negen;
Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasial seseorang;

=1 o ote e L

e}

Mengungkap rahasia pribadi seseorang;

Memorandum atan surat-surat aniar Badan Publik atay intra Badan Publik yang
menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atay
pengadilan,

10 Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Uindang

Secars lengkap, Informasi yang Dikecualikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Lampung dapat dilihat dari wabel dibawah ini ;

'_
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D. Jumlah Permintzan Informasi dan Wakioe Pemenuhan Informasi:

1. Permintaan Informasi Yang Dikabulkan

Sepamjang Tahun 2022 terdapat 2 sengketa informasi vang dihadapt oleh Dinas
Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dan 2 sengketa informas
tersebut berdasarkan keputusan sidang komisi informasi data vang dikabulkan adalah
berupa -

B. Rencana Anggaron Biava Ruas Pekon Balak - Suoh Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2020,

b. Gambar Perencanaan Russ Pekon Balak - Suoh Provinsi Lampung Tahun
Aggaran 2020,

c. Foto Dokumentasi Ruas Ruas Pekon Balak - Suoh Provinsi Lampung Tahun

Aggaran 2020,

Hal tersebut telah dipenuhi oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
Lampung kepada PWRI Kabupaten Lampung Barat

2, Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannva

Sepanjang tahun 2022 terdapat 3 permohonan informasi yang ditolak oleh Dinas
Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung vaitu
a. Data Surat Pertanggung jawaban Seluruh Kegiatan di Dinas Bina dan Bina
Konstruks: Provins: Lampung Tahun 2020,
b. Data Surat Pertanggung juwshan Scluruh Kegiatan di Dinas Bina dan Bina
Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2020,

Kedua data tersebut ditolak dengan alasan permohoman tidak lengkap sesua
dengan Pernturan Komisi informasi RI Nomor | Tahun 2021
o Data kontrak Ruas Pekon Balak — Suoh Provinsi Lampung Tabun Anggaran 2020

Data tersebut ditolak sesusi dengan hasil sidang komisi mformasi Provinsi
Lampung, bahwa berkaitan dengan rahasia perusahaan dan terdapat informosi vang
dikecualikan.

DINAS HINA MARGA DAN Bihi& KOSSTHRLESD PROVINS] LAMITLING H



3. Waktu Pemenuhan Informasi

Waktu Pemenuhan [nformasi sebagai berikut:
Proses penvelessian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik
dilakukan setelah pemohon informas: publik memenuhi persvaratan yang telah
ditentukan.
b. Apabila informasi yang dimaksud oleh pemohon tersedio, maka informasi publik
dapat diperoleh sant itu jugn.
¢ Apabila informasi vang diminta belum lersedia, maka wakiu penyelesaian
dilaksanakan paling lambat 10 {sepuluh) han kerja sejak permohonan ditenma
oleh PPID Pelaksana. PPID Pelaksana wajib menanggapi permmntaan informasi

melalui pembentahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi perminiaan informass
diterima, permintaan informasi ditolak. don perpanjangan wakiu pembentahuan
permohonan diterima atauditolak.

d. Jika PPID Pelaksana membutuhkan perpanjangan wakiu, maka selambal-
lambatnya 7 (tujuh) han kerja sejak tanggapan pertama diberikan.

c. Jika permohonan mformasi diterima, maka dalam surst pembentahuan juga
dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biays
apabila  dibutubkan uniuk keperluan penggandaan atauw perekaman.  Hila
permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberniahuan dicantumkan
alasan penolakan berdasarkan Undang- Undang Komisi Informasi Pusat ( KIP)

f Penvampaion/pendistribusian/penyerahan  informasi  publik kepada pemohon
mformas: publik dilakukan secara langsung, melalu email, fax ataupun jasa pos.

4. Monev KIPF 2022

Pada Tahun 2022 ndak dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informas) Publik untuk tingkst Provinsi. Pelavanan Permohonan Informasi di Dinas
Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam
cara yvaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, melalui Website PPID vang
bisa dilaksanakan permohonan secara Online melalu Website SPAN Lapor Provinss
Lampung (hitps:/lampung lapor go.id) dan juga melalu surat elektronik { £-muaif)

Sclama Tahun 2022 laporan yang masuk melalw website SPAN Lapor telah
ditindaklanjuii Oleh PPID Pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruks:
Provins Lampung .
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5. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

A, Website

Portal [hnas Bing Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu
hitp/idinashbmbk. lampungprov. go.d menvajikan dats- datn don kegintan dan seluruh
bidangUPTD di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi

Lampung.

B e e g — = -
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Gumbar Layout Website Dinas Bins Marga dan Binag Konstruksi Provinsi Lampung
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Ciambar Layout Website Dhinas Bina Marga dan Bini Ronstruks Provins: Lampung

B. Media Sosial

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung memiliki beberapa
pkun media sosial sebagan pilihan penyampaian informasi tercepat  dalam
membenkan mformas: atau berita. Akun media sosial Dinas Bina Marga dan Bina

Konstruksi Provinsi Lampung yaitu sebaga benkut



a.  Akun Instagram Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruks: Provins: Lampung
yaitu_hitps:iwww.instagram.com’ bmbklampung / vang ielah memihika 3338
pengikut dan 1.199 berita yang dibagikan
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Gambar Layou Instagrom Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

b, Akun Facebook dengan nama BMBK Lampung vang dapa diakses dengan alamat
https://www.facebook.com/ BMBK Lampang telah memlikn 1. 300 pengikut
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Gambar Layout Facebook Dinas Bina Marga dan Bina Konstruks: Provinsi Lampung
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Cambar Layout Facebook Dinas Bina Marga dan Bina Konstruks:
Provinsi Lampung

C. Papan Informasi

Papan pengumuman yang digunakan sebagai media yvang membenkan informasi
kepada masyarakat, selain ity pada masing masing bidang/UPTD terdapat papan

informasi

Gambar Papan Pengumuman Dinas Bina Margn dan Bina Konstruksi
Provinsi Lampung



6. Kendala Layanan Informasi Publik

kendala yvang dihadapn dalam pelaksansan pelayanan informas: publik vartu:
Terbagi menjadi 2 (duz) vaitu kendala imternal dan kendala cksternal.

A. Kendala Internal

a. Kurangnya kapasiias dan pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing
sumber dava manusia dalam memberikan pelayanan informasi serta
kurangnya tenaga vang kompeten di bidang hukum,

b.  Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi vang menunjang
kegiatan PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
Lampung sebagai unit layanan informasi publik yang akan berdampak pada
pemenuhan hak atas informas) publik bagy masyarakat umum;

¢ Belum tersedia ruangan khusus sebagei tempat dexk unit layanan informasi
publik;

d  Belum memadai dukungan anggaran untuk lavanan informasi publik untuk
operasional PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi

Lampung,

B. Kendala Eksternal

a Kurangnya sosmlisasi terhadap togas dan fougsi PPID Pelaksana sehingpa
dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, parn pemohon informasi
kerap kali mendatang: bidang UPTD terentu, vang scharusnya bisa datang
langsung ke unit layanan informasi publik;

b. Koneksi internet yang kurang stabil;

¢. Banyaknya jems informasi yang dimohonkan pemohon menjadi kendaln
tersendin bagi PPID Pelaksana.

EMSAS sy AMARCEA DAN WA ROINSTRLIE S PO TS 1AL MG



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A, KESIMPULAN

Secara umum pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Tahun 2022 oleh PPID
Pelaksana Dinas Bing Marpgn dan Bing Konstruksi Provinsi Lampung sudah sesuai dengan
amanai Lindang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
terlaksana dengan baik. Jika ada pemohon informas: publik yang mengajukan permohonan
akan dilayami sesuai peraturan yang berfaku. Namun demikian masth perfu diungkatkan,
terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta
dukungan pembiavaun.

Schagal lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
dan peraturan pelaksananyu, PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruks: Provinsi
Lampung berupaya melaksanakan tugas dan fungsinyn secarn transparan dan akuntabel,
khususnya dalam melaksanakan tugas dan tangpung jawab sebagai Pejabmt Pengelola
Informas: dan Dokumentasi (PPID) diantaranya melakukan pendokumentasian, penvediaan,
dan/atau pelayanan informasi pubhik.

Capaian dalam memberikan layanan secars cepat dan dapat memenubi permohonan
informasi publik vang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai vang positif’ bagi PPID
Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Adanva capaian
tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana Dinas Bing Marga dan Binn Konstruksi
Provinsi Lampung uniuk memepertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun
mendatang, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung
layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat
memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirssakan manfaatnya oleh
masynrakat secarn luas berbasis pada lavanan informasi publik yang mudah dakses, murah
dan tepat sasaran.

B, SARAN

Guna menjaga dan meningkatkan pelayanan mengenai informasi kepada masyarakat
maka diharapkan
I Perlu adanya pelntihan sumber dava manusia secara khusus untuk memaksimalkan
kinerja pelavanan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi
vang membutuhkan informasi vang lebih Selain pelatihan, diperlukan juga
penambahan persoml dalam membenkan pelayanan kepada pemohon informasi agar
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pelayanan informas pubhk dapat terlaksana dengan lebih baik lag.

2 Perlu ada pemingkatan sarana dan prasarans seperti ruangan khusus, sehinggn
pemohon langsung dapat mengakses informas) vang dibutuhkan,

3 Perlunya sosialisasi baik secara internal di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina
K.onstruks: maupun kepada masyarakatl mengenai keberadaan PPID,

4. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan layanan PPID
kedepannya

5 Mempersingkat waktu pelayanan untuk lebah efektif, cermat dalam membenikan
pelayanan, sehingga pemohon informasi akan merasa puss atas jawaban dan
tanggapan yang dibenkan secara akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.,

fi Selalu berupaya meningkatkan kualitas dan menjamin ketersedisan informasi dan
data informasi publik dengan baik dalam bentuk soficapy dan hardcapy.

E=mmss————— - e et )
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PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

JALAN H, ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM EM. 11 RAJABASA - BANDAR LAMPUNG
TELP. [0721) 7026684 KODE POS 351441

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : BYVKPTSV.03/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPFID)
PELAKSANA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2022

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI,

Memmbang a Bahwa informasi publik adalah informas: vang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, danatay ditenma oleh sustu badan publik vang
berkaitan dengan penvelenggaraan pemenntahan Provins: Lampung,

b. Bahwa tersedianya informas: publik perlu didukung dokumen yang
lengkap, akurat dan faktual serta media sebagm sarana layanan
sehingga berdayva guna dan berhasil guna secara optimal,

¢. Bahwa untuk mendukung huruf a dan b, perlu menunjuk pejabat
pengelola Informas) dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas
Bina Marga dan Bina Konstruks: Provinsi Lampung yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Lampung.

Mengingat oL Undang-undang Nomor @ 14 Tahun 2008 ientang Keterbukaan
Informasi,
i Undang-undang Nomor | 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 lentang kearsipan;,

4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sehagaimana telah dirubah beberapa kali temkhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015,

5 Undang-undang MNomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
[Daernh sebagaimana telah dirubah bebempa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015,

6. Peraturan Menten Pendayagunasn Aparatur  Negamm  dan
Reformasi Rirokrasi Nomor RER/12/M PAN-RB/18/ Tahun 2017
tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan
Instansi Pemeriniahan,

7. Peraturan Gubermur Lampung Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik;

R Peraturan Daerah Provinst Lampung MNomor
G225MLOTHK 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

REPUTUSAN REPALA DINAS BINA MARGA DAN HINA
KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS BMBK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas
Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung., dengan susunan
sehagaimana dalam lampiran keputusan ini;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
sechagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyal tugas ;
@ Memberi layanan informasi publik kepada masvarakat sesum
dengan peraturan perundang-undangan;
b, Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya,
c Membuat, mengumpulkan  seta memelihara  informasi  dan
dokumentasi untuk kebutuhan organisusi unit kerja,
d. Melakukan atau menctapkan suatu informas: dapat'tidaknya diakses
publik;
¢ Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi publik serta dokumentasi,

keputusan im mulas berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila kemudian hari termvata terdapat kekeliman dalam Keputosan ing
maka skan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinva,

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, W Februari 2022

 SUKMANA, S.T., M.T.
=l AITR Ml.l-dﬂ '_Iv"':-'}
NIP. 19730222 200312 1 010
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LAMPIRAN1: KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA
MARGA DAN BINA KONSTRUKS!
PROVINS] LAMPUNG
NOMOR 0% WP T3/ V .0 faona
TANGGAL - W FEBRUART 2022

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG

NO JABATAN JABATAN DALAM DINAS
1. |Kepala Dinas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruks:
Provins Lampung
2 | Awsan PPID Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
3. |Bidang Pelayanan Informasi | Kepala Sub Bagian Umum
dan Dokumentasi
u. Koordimator
4. | Bidang Pengolahan Data Kepala Bidang Bina Program
dan Klarifikasi Informasi Kepala Sub Bagian Umum
& Koordimator
b. Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, W Februari 2022

NIP. 1973022 200312 1 010
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LAMPIRAN IT: KEPUTUSAN KFPALA DINAS BINA
MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR - Ot/ wors/v.03/ 2010
TANGOGAL lpl FERRLIARI 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNCG

PRI | g

|

{ kepala Dhnas

(==
| |

Bidang Pelayvanan Informas) Bidang Pengolah Data dan
dan Dokumentasi K lnsifikas Infommas

—— KEPALA DINAS

NIP. 19730223 200312 1 010
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FOTO DAN DOKUMENTASI PPID TAHUN 202:

Acara Han Bakn LI 3 Diesember 2022

Kegatan Sidang Sengketa Informasi Tahun 2022



FOTO DAN DOKUMENTASI PPID TAHUN 2022

Dokumentas: Perbaikon Jalan



FOTO DAN DOKUMENTASI PPID TAHUN 2022

Berpartisipasi sehagai narasumber dalam Diskusi Publik vang diselenggarakan Oleh PWI
Lamipung



FOTO DAN DOKUMENTASI PPID TAHUN 2022

Berpartisipas: dalam Hari Jalan vang diadakan oleh Kementerian PUPR



